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Pemcr intauan Dncrah (1.r.mbaran Negara Republik Indonesia 
T'ahun 2014 Nomor 2<-14, Tambahan Lcmbaran Neg<1ra 
Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana Lelah diubah 
dua kali terakhir dengan Unclang-Undang Nornor 9 Tahun 
2015 rcntang perubahan kcdua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 20 l-1 Ten tang Pemerintahan Daerah (Lemoaran 
xegara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

ten tang 201-l 
5401 \· , ' 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

Mengingar 

Mcnimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pa~2J 7 Pcraiuran 
Dacrah Kabu paten Kolaka Timur Nomor 2 I Tahu n 20 16 
tentang Pcmbcntukan dan Susunan Perangkat Daerah 
menyebutkan bahwa ketcntuan lcbih lanjut mcngcnai 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Pcrangkat Daerah <Ian Unit Kerja ditctapkan 
dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa herdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud 
huruf a. maka perlu mcrnbentuk Peraturan Bupati tcntang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Pungsi serta 
Tata Kerja Din as Pcngendalian Pend ud u k dan Keluarga 
l3rrcncana Kabu patcn Kolaka Timur. 

: l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2Qj3 tentang Pernbentukan 
Kabupaien Kolaka Tunui di Provinsi Sulawesi Ten,>r:ara -= 
(Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2013 Nornor 
23, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

IJUl'1\TI KULAKA TIMUR, 

DENG/\N Rl\1 IMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

KEDUDUKAN, SUSUN/\N ORGANlSASI, TUGAS DAN FVNGS:, SSl<TA TATA 
KERJA D!NAS PENGENDAl,JA[I; PENDUDU;, DAN KELU/\RGt\ BERENCANA 

KABUPATEK KOLAKA TIMUR 

TENT ANG 

PER/\TURJ\f,;' BUPAT! K,\BUP!\TEN KOLAI0\ TIMUR 
NOMOf{ 60 Ti\HUN 2016 

RUPATf KOLAKA TIMUR 
Pi<OV!NSI SULAWESI T£NGG1\RA 

SALIN AN 



Dalam Peraturan nupati ini, yang dirnaksud dengan : 
l. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 
2. Pcmerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka 

Timur 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten 

Koluka Timur. 
5. Dinas adalan Dinas Pengendalian Pendudu kan dan 

Keluarga Berencana Kabupaten xotaka Timur. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pcngendalian 

Pcndudukan dan Kcluarga Bercncana Kabupaten Kolaka 
Timur. 

Pasal l 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUP/\TI KOLAKA TIMUR, TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
F'UNGSI, SERT/\ TATA KERJA DINAS KERJA DINAS 
PENGENDALLAN PENDUDUK DAN K8LUARGA B8RENCANA 
KABUPATEN KOLJ\KA TIMUR 

MEMUTUSKAN: 

4. Peraturan Pcmerintah Rcpublik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor l 14); 

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 teniang 
Kcdudukan, rugas, Fungsi, Kewenangan, Su sunan 
Organisasi, dan Tata Kcrja Lernbaga Pcmcrrntah Non 
Departernen sebagaimana tclah diubah bcberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 20 l.3 
tentang Perubahan Kctujuh atas Keputusan Presiden Nomor 
103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, 
Kcwcnangan , Susunan Organisasi, dan Tata Kcrja Lembaga 
Pemerintah Non Departcmen (Lembar Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); 

6. Peraturan Kepala Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pcdoman 
Nomenklatur Dinas Pengendalian Pcnduduk dan Keluarga 
Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota; 

7. Peraruran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2\ T'an n n 
2016 ten tang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Dacrah 
Kabupatcn Kolaka Timur. 
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{ l) Din as sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
diklasifikasikan scbagai Pcrangkat Dacrah dengan tipc B. 

{2) Penentuan tipe Dinas sebagairnana dimaksud pada ayar ( J) 
berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan 
urusan pcrnerintahan bidang pernberdayaan masyarakat 
dan desa. 

(3) Penentuan iruensitas penyclenggaraan urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan pcrundang­ 
undangan. 

Pasal 4 

l:lagian Ke tiga 
Tipe Perangkat Dacrah 

Nomenklatur perangkat daerah scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, adalah Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga 
Berencana. 

Pasal3 

Bagian Ked ua 
Nomcnklatur Perangkat Daerah 

Perangkat daerah yang rnelaksanakan urusan pemcrintahan 
bidang pengendaJian pendudukan dan keluarga berencana 
diwadahi dalam bentuk dinas. 

Pasal 2 

i3agian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB II 
HENTUK, NOMBNKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT 01\ER.-'\H 

kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup dinas. 
8. Kelompok .Iabatan Fungsiona1 adalah sekelompok jabatan 

yang berisi fu ngsi dan tu gas berkaitan dengan petayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keah!ian dan 
keterarnpilan tertcntu. 

Dinas, yang selanjutnya disingkat 
pelaksana teknis dinas yang 

teknis operasicnal dan I a tau 

7. Unit Pelaksana Teknis 
UPTD adaJah unsur 
rnelaksanakan kegiatan 
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(l) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sckretariat Dinas; 
c. Bida.ng Pengendalian Pendud uk, Penyuluhan dan 

Penggerakan: 
d. l:3idang Keluarga Berencana; 
e. Bidang Kctahanan dan Kesejahteraan Keluarga; 
f. Unit Pelaksana Tcknis Dinas; 
g. Kelornpok Jabatan FungsionaJ. 

(2) Dagan Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraiuran ini. 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Dinas menyclenggarakan fungsi : 
a. perurnusan kebijakan di pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana; 
b. pelaksanaan kebijakan di pengendalian penduduk dan 

keluarga bcrencana: 
c. pclaksanaan evaluasl dan pelaporan di pengendalian 

penduduk dan kcluarga berencana; 
d. pclaksanaan administrasi dinas di pengendalian penduduk 

dan l<elua.rga berencana; 
c. pelaksanaan fungsi lain yang dtbcrikan olch bu pati tcrkait 

dengan tugas dan fungsi Dinas . 

Pasal7 

Dinas mempunyai rugas melaksanakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di 
bidang pengendalian penduduk dan ke!uarga berencana. 

Pasal6 

(I) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pernerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bcrtanggung jawab kepada Bupari mclalui 
Sekretaris Daerah. 

PasaJ 5 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB Ill 
KEDUDUKAN OAN SUSUNAN ORGAN!SI\SJ 

. 4 . 



( 1) Sekretariat tcrdir. atas : 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan: 
b. Sub Bagian Tata Usaha. 

Pasal 12 

Dalarn mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 10 ayat ( l l, sckretanat mcnyclcnggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan urusan umum dan perlcngkapan: 
b. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan dan 

hukum serta pelaksanaan urusan pendidikan clan 
pelatihan; 

c. pengkoordinasian penyusunan rencana kcgiatan tahunan 
Dinas; 

d. pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan dan 
penyusunan anggaran; 

c. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 

\ 1) Sckrctartat mempunyai tugas rnclaksanakan pelayanan 
adrninistrasi da.n ketatausahaan yang melipuu urusan 
keuangan, urnurn perlengkapan dan kcpegawaian serta 
mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan 
pclaporan Dinas. 

{2) Sckretariat scbagaimana dimaksuo pada ayat ( l], clipimpin 
oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kcpala Dinas. 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Sckretariat 

Kepala Dinas mempunyai tu gas memirnpin dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pernerintahan di 
bidang pengendaliar. penduduk dan keluarga berencana yang 
menjadi kewenangan Dacrah dan tugas pernbantuan serta 
bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas. 

Pasa19 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

BAB IV 
TUGAS DAN F'UNGSl 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (!), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan 
dan Penggcrakan mcnyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana dan program kcrja biclang 

Pengendalian Pcnduduk, Penyuluhan dan Penggcrakan 
sesuai dengan rencana clan program kerja dinas; 

b, pelaksanaan pernbinaan, pcngawasan dan pengendalian 
kegiatan perencanaan teknis Advokasi dan Penggerakkan, 
Penyuluhah dan Pendayagunaan PLKB clan Kader KF:l serta 
Pengendalian Penduduk dan lnformasi Kcluarga; 

Pasal 15 

(1) Didang Pcngendalian Penduduk, Penyuluhan dan 
Pcnggerakan mernpunyai tugas rnenyusun pedornan teknis 
pembinaan, pengawasan clan pengembangan kegiatan 
perencanaan teknis Advokasi dan Penggerakkan, 
Pcnyuluhah da.n Pcnctayagunaan PLKB dan Kader KB serta 
Pengendalian Penduduk dan Inforrnasi Keluarga 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada kepala dinas. 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Biclang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 

( l / Sub Bagian Pcrencanaan clan Keuangan scbagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 12 ayat (I) huru:' a, mernpunyai 
tugas pengkoordinasian penyusunan program clan kegiaran 
tahunan, evaluasi clan pelaporan program Dinas, 
penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan. 
perbcndaharaan, verifikasi, pelaporan dan 
pcrtanggungjawaban keuanga.n. 

(2) Sub Tata Usaha sebagairnana dimaksud ctalam Pasa1 12 
ayat (1) huruf b, mernpunyai tugas rnelaksanakan urusan 
ketatausahaan, kchumasan, protokoler dan rurnah tangga, 
urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan , 
pendidikan dan pelauhan aparatur, pcngkoordinasan 
hukurn dan peraturan perundang-undangan serta 
melaksanakan urusan pengelolaan barang/asset dinas. 

Pasal 13 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (i), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

- 6 



(1) Seksi Advokasi dan Penggerakka.n scbagaimana dimaksud 
daJam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mernpunyai tugas 
menyusun pcndornan clan petunjuk tcknis, montoring, 
cvaluasi serta pelaporan penyclenggaraan Advokasi dan 
Pc nggcrakkan. 

(2) Seksi Penyuluhah clan Pendayagunaan PLKB Dan Kader KB 
sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, 
mcmpunyai tugas menvu sun pedornan dan pctunju k teknis. 
monitoring dan cvaluasi sorta pelaporan, pcnyclcnggaraan 
Pcnyuluhah da.n Pcndayagunaan PlKB Dan Kader J~n. 

(3) Seksi Pengendalian Penduduk dan lnformasi Keluarga 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 16 ayai (1) huruf c, 
mempunyai tugas menyusun pedoman dan perunjuk teknis, 
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pcnyclenggaraan 
Pengendalian Penduduk clan Inforrnasi Kcluarga. 

Pasal 17 

(1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan 
Penggerakan terdiri atas: 
a. Seksi Aovokasi dan Pcnggerakkan; 
b. Seksi Penyuluhah dan Pendayagunaa.n PLKB Dan Kader 

KB; 
c. Scksi Pengendalian Pcnduduk clan Informasi Keluarga. 

(2) Scksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), clipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah ctan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan 
dan Penggerakan. 

Pasal 16 

Penduduk dan Informasi Keluarga, 
d. perurnusan kebijakan teknis Advokasi dan Pcnggcrakkan, 

Penyuluhah clan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB sorta 
Pengendalian Penduduk dan Inforrnasi Kcluarga; 

c. pclaksanaan penyusunan rencana, pengawasan, 
pengendalian Advokasi dan Penggcrakkan, Penyulunah dan 
Pendayagunaan PLK8 dan Kader KB serta Pengendalian 
Pcnduduk dan Infonnasi Kcluarga; 

f. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 
tcrkait ; 

g. pelaksanakan pengawasan, pcngendalian, monitoring, 
evaluasi dan pclaporan hasil kegiatan bidang Pengendalian 
Pcnduduk, Penyuluhan clan Penggerakan; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas nan fungsinya. 

c. pelaksanaan pembinaan pengclolaan adrninistras: teknis 
pelaksanaan Advokasi dan Penggerakkan, Pcnyuluhah dan 
Pcndavauunaan PLKR dan Kader KB serta Penzcndanan --·····.;··o·· ..., 
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(1) Bidang Keluarga 8erencana, terdiri atas: 
a. Seksi Distribusi Alat dan obat Kontrasepsi; 
b. Scksi Jaminan Pelayanan KB; 
c. Seksi Pernbinaan Kersertaan Ber-KB. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bcrtanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Keluarga Bercncana, 

PasaJ 20 

Dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 18 ayat ( 1), Bidang Keluarga Berencana 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pcnyusunan rcncana dan program kerja Bidang Keluarga 

Berencana sesuai dengan rencana dan program kerja dinas; 
b, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pcngendalian 

kegiatan pcrencanaan teknis Distribusi Alat Kontrascpsi, 
Jaminan Layanan KB scrta Pcmbinaan Kepesertaan KB; 

c. pelaksanaan pernbinaan pengelolaan administrasi teknis 
pclaksanaan Distribusi Alat Kontrasepsi, Jaminan Layanan 
KB serta Pembinaan Kepescrtaan KB; 

d. perumusan kebijaka.n teknis Distribusi Alat Kontrasepsi, 
Jaminan Layanan KB serta Pembinaan Kepesertaan KB; 

e. pelaksanaan penyusunan rencana, pengawasan, 
pengendalian Distribusi Alat Kontrascpsi, Jaminan Layanan 
KI3 serta Pcmbinaan Kcpcsertaan KB 

f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instan si 
tcrkait; 

g. pelaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang Keluarga 
Berencana; 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai ctengan tugas dan fungsinya. 

PasaJ 19 

(I) Bidang Keluarga Bcrencana mempunyai tu gas mcnyusun 
pedornan teknis pembinaan, pengawasan clan 
pengemba.ngan kegiatan perencanaan teknis Distribusi Alat 
Kontrasepsi, Jaminan Layanan KB serta Pernbinaan 
Kepesertaan KG. 

(2) Uidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
KepaJa Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada kepala <linas. 

Pasal 18 

Bagian Keernpat 
Bidang Keluarga Berencana 
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Pem berdayaa.n Keluarga 
Balita Anak dan La.nsia 

d. perurnusan kebijakan tcknis 
Sejahtera, Ketahanan Kcluarga, 
serta Bina Ketahanan Remaja 

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksurl dalarn 
rasal 22 ayat ( 1), Bidang Kctaha.nan dan Kesejahtcraan 
Keluarga menyelcnggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Ketahahan 

dan Kesejahteraan Kcluarga sesuai dengan rencana dan 
program kerja dinas; 

b. pclaksanaan pcrnbinaan, pcngawasan dan pengenclalian 
kegiatan perencanaan teknis Pemberdayaan Keluarga 
Sejahtcra, Ketahanan Keluarga, Balita Anak dan Lansia 
serta Bina Ketananan Remaja 

c. pelaksanaan pernbinaan pengetolaan administrasi teknis 
pclaksanaan Pemherdayaan Keluarga Sejahtcra, Ketahanan 
Keluarga, Balita Anak clan Lansia serta Bina Ketahanan 
Rcmaja 

Pasal 23 

( 1) Bidang Ketaha .. nan dan Kcsejahtcraan Keluarga mcmpunyai 
tugas melaksanakan kcbijakan tcknis di bidang ketahanan 
dan kesejahteraan keluarga. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (11, dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada_ dibawah dan bcrtanggungjawab 
kepada kepala dinas. 

Pasal 22 

Bagian Kclima 
Bidang Ketahanan dan Kesejahtcraan Keluarga 

\ 1) Scksi Di.stribusi Alat dan Ooat Kontrasepsi sebagairnana 
dimaksu« daiam Pasal 20 avat ( II huruf a. mempunvai 
tugas menyusun pedoman .dan petunjuk teknis, monitoring 
dan cvaluasi serta pclaporan pcnyelcnggaraan Distribu si 
Alat dan obat Kornrasepsi. 

(2) Scksi Jaminan Layanan KB sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (II huruf b, rnempunyai tugas menyusun 
pedornan dan petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi 
serta pelaporan penyclenggan ,Jaminan Pelayanan KB. 

(3) Scksi Pernbinaan Kerserraan Ber-KB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( l) huruf c. mcmpunyai 
tugas mcnyusun pcdoman dan petunjuk teknis, monitoring 
dan evaluasi scrta pelaporan pcnyclenggara Pernbinaan 
Kersertaan Ber-KB. 
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{ l} Unit Peiaksana Tcknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis 
dinas secara operasional di lapangan. 

(2; Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah da.n 
bcrtanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 26 

Bagian Keenarn 
Unit Pelaksana Teknis Dinas 

( l) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (I) huruf a, mcrnpunyai 
tugas menyusun pedoman dan petunjuk tcknis, monitoring 
dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan 
Pernberdayaan Keluarga Sejahtera. 

{2) Seksi Ketahanan Keluarga, Balita Anak dan Lansia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (11 huruf b, 
mernpunyai tugas mcnyusun pedoman dan pctunjuk tcknis, 
monitoring dan cvaluasi sorta pelaporan penyelcnggaraan 
Ketahanan Kcluarga, Balita Anak dan Lansia. 

(3) Seksi Bina Kctahanan Remaja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat ( 1) huruf c, mcmpunyai tugas 
menyusun pedornan dan petunjuk teknis, monitoring dan 
evaluasi serta pelaporan penyelenggara Bina Ketahanan 
Rernaja. 

PasaJ 25 

( l) Bidang Ketahahan da.n Kcsejahteraan Keluarga terdiri atas: 
a. Scksi Pernberdayaan Keluarga Sejahtera; 
b. Seksi Ketaharian Kelua.rga, Ba!ita Anak dan Lansia; 
c. Seksi Bina Kctahanan Remaja. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayai ( 1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dun bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Kctahahan dan Kesejahteraan 
Keluarga. 

Pasal 24 

e. pelaksanaan penyusunan rencana, pengawasan, 
pengendalian Pcrnberdayaan Keluarga Sejahtera, Ketahanan 
Keluarga, Balita Anak dan Lansia sorta Bina Ketahanan 
Rernaja 

f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 
tcrkait; 

g. pelaksanakan pcngawasan, pcngendalian, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Ketahanan dan 
Kesejahtcraan Keluarga; 

h. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan olch KepaJa Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsmya 
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( l) Dalarn rnclaksanakan tugas sctiap pimpinan unit organisasi 
dan kelornpok tenaga fungsional wajib rnenerapkan prinsip 
koordinasi, intcgrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi 
dilingkungan Pemerintah Daerah scrta dcngan instansi lain 
diluar Pemerintah Daera.h sesuai dengan tugas masing­ 
masing. 

(2) DaJam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sckrctaris 
dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasr, intcgrasi 
da.n sinkronisasi baik internal maupun antar unit organises: 
lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing. 

Pasal 29 

81\B V 
TATA KERJA 

( 1) Kelompok .iabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 terdiri dari sejurnlah Aparatur Sipil Negara 
dalam jcnjang jabatan fungsional yang rerbagi dalam 
berbagai kclompok sesuai bidang keahliannya. 

(2) Kclompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada 
ayat ( l) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) ditentukan berdasarkan kebutuhan clan beban 
kcrja. 

(4) Jenis Jabatan F'ungsional scbagaimana dimaksud pada 
ayat (l l diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal28 

Kelornpok Jabatan Fungsional mcrnpunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya. 

Pasal 27 

Bagian Ketujuh 
Kelompok .Iabatan Fungsional 

(3) Unit Pelaksaria Tcknis Dinas dilengkapi dcngan Tata Usaha 
dan Jabatan F'ungsional yang berada di bawah dan 
bcrtanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Dinas. 

(4) Ketentuan mengenai pcmbentukan dan susunan organisasi 
serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas ctiatur 
lebih lanjut dengan Peratu ran Bupati setelah 
dikonsultasikan secara tertulis kcpada Cubernur Sulawesi 
Tcnggara 

- 11 - 



(11 Dalarn ha! Kcpala Dinas bcrhalangan, Sekrctaris 
rnelaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas scsuai dengan 
perundang-undangan yang bcrlaku ; 

Pasal 36 

Dala.m melaksanakan tugas, Kcpala Dina's dibaniu oleh Kepala 
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya wajib merigadakan rapat 
berkala. 

Pasal 35 

Dalarn menyampaikan laporan, iembusan wajib disampaikan 
pula kepada satuan organisasi Jain yang secara Iungsional 
rnernpunyai hubungan kerja. 

Pasal 34 

Setiap Iaporan yang diterirna oleh Kepala Dinas dari 
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk mcmberikan 
petunjuk teknis kepada bawahannya. 

Pasal 33 

Sekretaris. Kepa.la Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Scksi 
wajib rnengikuti dan mcmatuhi pctunjuk dan bertanggugjawab 
pada atasannya masing-rnasing dan menyampaikan laporan 
berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 32 

Kepala Dinas, memirnpin dan mengkoordinasi bawahannya 
rnasing-masing da.n mernberikan himbingan serta petunjuk 
terhadap pclaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal 31 

Kcpala Dinas wajib mcngawasi pelaksanaan tugas bawahannya 
masing-rnasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
la.ngkah-langkah yang diperlukan scsuai ketentuan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

Pasal 30 

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah 
Daerah wajib mclaksanakan pengawasan melekat. 
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Dcngan berrakunya peraturan mi, rnaka peraturan IJupati 
Nornor 14 Tahun 2016 tcntang Tugas Pokok dan Fungsi 
Sadan Keluarga Bercncana, Pemberdayaan Pcrernpuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Timur dan kctentuan 
lain yang bertcntangan dengan Peraturan ini dicabut dan 
dinyatakan udak berlaku. 

Pasal 39 

BAB Vil 
KETENTUAN PENUTUP 

{I) Kepangkatan, pengangkatan dan pcrnberhentian dalam 
jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Dinas diangkar dan diberhentikan oleh Bupati atas 
usu! Sekretaris Dacrah. 

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan csclon llb a.tau jabatan 
pimpinan tinggi pratama. 

(4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon Illa atau 
jabatan administrator. 

(5) Kepala Bidang !ingkup Dinas merupakan jabatan eselon lllb 
atau jabatan administrator. 

(6) Kcpala Sub Bagian dan Kcpala Seksi lingkup Dinas 
merupakan jabatan cselon !Va a tau jabatan pengawas. 

(7) Pejabat csclon !JI a.tau jabatan administrator dan Pejabat 
eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas 
diangkat dan diberhcntikan oleh Bupati aras usu! Kepala 
Dinas melalul Sekretaris Daerah. 

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas diieiapkan 
dengan Peraturan Bupati, scsuai pedoman yang ditetapkan 
oleh Pemcrintah. 

Pasal 38 

BAB Vl 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASl DAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Atas dasar pertnnbangan daya guna dan hasil guna masing 
ma.sing pcjabat dalam lingkungan Perncrintah Daerah dapat 
mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat 
dibawahnya sesuai dengan ketcntuan yang bcrlaku. 

Pasal37 

(2) Dalam hal Sekrctaris berhalangan sebagai pelaksana 1--:epala 
Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi 
tugas instansi tersehut untuk mewakili Kepala Dinas. 
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Pembina, Go!. IV/ a 
19800317 200003 1 001 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEP LA RAGIAN !IUKUM, __....,~ 

SERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 20ln NOMOR 60 

TONY HERBIANSYAH 

ttd 

BUPATI KOLAJ(A TIMUR, 

Ditetapkan di Tirawuta 
Pada tanggal 7 Descmber 2016 

SAMSUL BAHRI MADJlD 

ttd 

Pih. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLA KA TIMUR, l 

Diundangkan di Tirawuta 
Pada tanggat Desember 2016 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar seuap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan 
pengundangan Peraturar, Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Dacrah Kabupaten Kolaka Timur. 

Pasal40 
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Pembina, Col. IV /a 
19800~ l 7 200003 l 001 

SH. LLM 

Salman sesuai dengan aslinya 
KEP I A GL~HUKUM. 

TONY l{F.RBIANSYA!I 

ttd 

BUPATJ KOLAKA TIMUI~. 

KEPALA DINAS 
• 

I SEKRETARIS 
KELOMPOK JABATAN I 

FUNGSIONAL I I 

SU BAG. SU SAG 
PERENCANAAN DAN TATA USAH~. 

KEUANGAN 

I I ' 
BIQA,iC 6\0ANG B1CANG 

PENGENDA- AN PENCUDUK KETAHANAN DAN 
, PENYIJLUH DAN KELUARGA !<ESEJAliTERAAN 

PERGE~AKAN BERENCANA KELUARGA 

I I 1 

SEKSl S~KSI SE.K5i 
ADVOKASI UAN OJSTRIBUSI PEMSERDAYAAN .... PERGERAKAN .... AL OKON ... KELUARGA 

SEJA.H1ERA 

SEKSi SE.'l<SI SEKS\ PENYULUHAN DAN JAMJNAN BINA KETAHANAN - PENOAYf<GUNAAN PLKB - PELA Yf<NAN KB - KElUARGA B,\LITA .. •NAK 
DAI\ KADER KB OAN L.ANSlA 

SEKSJ S~KSJ SEKSI 
P~NGENOAL'.A~~ PENDUDL.:K '?E?i.,BlNAAN 8lNA. KE1 A HANAN - OAN '--- KESETARAAN 6ER,K6 ~ REMAJA 

l>JFORMASI KELUARCA 

UPTD 

: l'ERATURAN UL:PATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
: 60 TAHUN 2()16 

: KEDUDL'KAN, SUSU/\'AN OROA:\'ISASI, TlJOAS OA'I 
FU:S:GSI, SE:RTA TATA KERJA DINAS PH;GEND,,Ll.'IN 
PEN DU OUK DA:0. KELGAl<GA BicRP.NCANA 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR. 

RJ\(;J\ N .C::1'RT lh''l'I JR (')J;>(;J\ NNA.C::T ......... .._. _._ .._ ._..,. , .. 
DlNAS PENGENDAL!AN PENDUDUK DAN KELUARGA OERENCANA 

KABUPATEN KOLl\KA TIMUR 

L.AMl'iRAN 
:\'OMOR 
TENTAI\G 




